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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Illegal Di Kecamatan
Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan hasil penelitian penulis
bahwah wvariable (1) pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPH
Karossa denagan melakukan (a) pemantauan langsung kedalam hutan
dengan cara membangun pos-pos penjagaan di dalam hutan (b) pemeriksaan
secara langsung di dalam hutan dengan cara melakukan patrol secara rutin
yang dilakukan, (2) pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPH
Karossa dengan (a) melibatkan masyarakat dalam ikut serta menjaga dan
melindungi hutan (b) menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan
secara langsung secara tertulis kepada pemerintah khususnya KPH Karossa
ketika ada masyarakat yang melakukan penebangan liar (illegal logging).

Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Dalam
Mengatasi lllegal Logging Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah adalah (1) tidak adanya kendaraan khusus yang tersedia untuk
menjangkau daerah hutan sampai tapaknya, (2) tidak mendukunya jalan
menuju areal hutan, (3) kurangnya personil polisi kehutanan yang ada di

kecamatan karossa.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil

pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis perlu memberikan masukan
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sebagai berikut

1.

Pemerintah harus lebih memeperhatikan dan memperbaiki sarana dan
prasarana yang belum memadai karna dalam melakukan pengawasan ketika
tidak di dukung dengan sarana dan prasarana pengawasan yang dilakukan
akan selalu kurang maksimal.

Pemerintah seharusnya menambah personil polisi kehutanan untuk
menunjang penjagaan dalam hutan. Dimna polisi kehutanan menjadi aktor
penting dalam melakukan pengawasan dalam hutan untuk mencegah dan
mengatasi illegal logging

sebaiknya semua pihak turut bahu membahu dalam meminimalisir praktek
ini, karena tanpa adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan
masyarkat, maka praktek illegal logging akan sulit untuk dikecilkan
presentasenya. Ditambah lagi, pemberantasan illegal logging bukanlah
tanggung jawab suatu kalangan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat tanpa
terkecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebaiknya menjalakan fungsinya dengan baik dan benar sebagai
aparat yang mengawasi dan menegakkan hukum yang berlaku, jangan

sampai malah menjadi pelanggar (pelaku) dari aturan yang telah dibuat.
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